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ABSTRAK

Hal ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemenuhan tunjangan pada Tunjangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sumbawa Barat. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah SEM (Auxiliary Condition
Modeling) dengan pendekatan Lisrel. Digunakan untuk membuat hipotesis dalam penyelidikan eksploratif dengan
memusatkan pada klarifikasi perubahan variabel bawahan pada saat pengujian pertunjukan. Tes yang digunakan
dalam penelitian ini adalah 100 orang masyarakat yang sudah diberikan pelayanan di Tunjangan Tenaga Kerja
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Hasil penelitian diperoleh bahwa: 1) Kualitas manfaat pada Pemerintahan
Sumbawa Barat Tunjangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai dampak penting terhadap pemenuhan
manfaat 2) Penggunaan manfaat mempunyai dampak penting terhadap pemenuhan masyarakat di Pemerintahan
Sumbawa Barat Tunjangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3 ) Kemampuan manfaat mencakup dampak penting
yang perlu diperhatikan terhadap pemenuhan masyarakat pada Tunjangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aturan
Sumbawa Barat.

Kata Kunci; Keuntungan; Kualitas dan Pemenuhan Masyarakat.

ABSTRACT

This inquire about points to analyze the impact of benefit fulfillment at the West Sumbawa Rule Labor and
Transmigration Benefit. The strategy connected within the investigate is SEM (Auxiliary Condition Modeling) with
the Lisrel approach. Utilized to create hypothesis in exploratory investigate by centering on clarifying the change of
the subordinate variable when testing the show. The test utilized in this inquire about was 100 individuals from the
community who had already given administrations at the West Sumbawa Rule Labor Benefit. The comes about of the
investigate appear that: 1) Benefit quality at the West Sumbawa Rule Manpower and Transmigration Benefit
contains a critical impact on benefit fulfililment 2) Benefit usage features a critical impact on community fulfillment
at the West Sumbawa Rule Labor and Transmigration Benefit 3) Benefit capability incorporates a critical impact
noteworthy affect on community fulfillment at the West Sumbawa Rule Labor and Transmigration Benefit.
Catchphrases: Benefit; Quality and Community Fulfillment.

1. PENDAHULUAN

Organisasi birokrasi yang secara terbuka diuntungkan adalah penyelenggaraan pemerintahan yang
terjadi di dalam lingkaran otoritas publik, sehingga asosiasi administrasi pemerintahan berada di garda
terdepan dalam administrasi publik. Bantuan pokok adalah cara menawarkan jenis-jenis bantuan kepada

44



SEMINAR NASIONAL

SEMAI MANAJEMEN INOVASI

VOL. 7 NO. 1 JANUARI 2024

daerah setempat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan manajerial. Memberikan dukungan dengan

kualitas terbaik bagi daerah setempat adalah tugas mendasar dari otoritas pemerintah, khususnya sebagai

pekerja masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Administrasi

Negara menawarkan jenis bantuan yang berkualitas, yang diharapkan dapat mengakui administrasi publik

yang berkualitas yang merupakan salah satu ciri pemerintahan yang baik (Pemerintahan yang Hebat).

Upaya untuk memperbaiki sifat administrasi publik yang dilakukan oleh otoritas publik dapat

memperkuat sistem aturan mayoritas dan kebebasan dasar, memperkuat kesuksesan finansial, dengan

cerdik menggunakan aset reguler dan mendapatkan kepercayaan publik terhadap otoritas publik dan
manajemen kebijakan. Mengingat pedoman yang ada dalam penerapannya.

Dengan tujuan untuk memberikan Pelayanan Masyarakat yang maksimal kepada semua pihak, pelayanan

yang berkualitas tentunya merupakan fasilitas yang dapat memberikan kepuasan bagi daerah, mulai dari

tersalurkannya bantuan tersebut kepada masyarakat yang dilayani. Arti kualitas administrasi menurut

Trigono (dalam Nurdin, 2019:16) adalah “standar yang perlu dicapai oleh suatu

individu/kelompok/lembaga hierarki sehubungan dengan sifat SDM, sifat strategi kerja, siklus dan hasil

kerja atau item sebagai tenaga kerja dan produk. Kualitas berarti memenuhi individu yang dihadapkan
dengan permintaan/prasyarat klien atau masyarakat”. Ada tiga karakteristik utama dalam Pelayanan

Masyarakat yaitu sebagai berikut:

1. Intangibility, artinya penyelenggaraan pemerintahan pada hakikatnya adalah pelaksanaan dan hasil
persepsi, bukan obyek. Kebanyakan layanan tidak dapat diperiksa, diukur, disentuh atau dicoba
beberapa waktu yang lalu mereka disampaikan untuk menjamin kualitas. Hal ini berbeda dengan
barang dagangan yang dikirimkan oleh jalur produksi yang kualitasnya telah teruji beberapa waktu
lalu dan baru saja disampaikan kepada klien.

2. Heterogenitas, artinya klien atau nasabah manfaat atau klien mempunyai kebutuhan yang sangat
heterogen. Klien dengan manfaat yang sama mungkin memiliki kebutuhan yang berbeda. Selain itu,
eksekusi secara teratur berubah dari satu strategi ke strategi lainnya dan bahkan seiring berjalannya
waktu.

3. Inseparability, artinya generasi dan pelanggan suatu jasa tidak dapat dibedakan. Hasilnya adalah
kualitas industri yang menguntungkan tidak dibangun dalam produksi di divisi pabrik dan kemudian
disampaikan kepada klien.

Dalam Kepmen Penguatan Kewenangan Negara (Kepmen Wadah) nomor 63 tahun 2003, bantuan
masyarakat adalah semua kegiatan bantuan yang dilakukan oleh organisasi spesialis terbuka sebagai
upaya untuk memenuhi kebutuhan administrasi penerima manfaat dan pengaturan pedoman hukum yang
tidak sepenuhnya diselesaikan. Administrasi publik pada dasarnya dapat dicirikan sebagai suatu upaya
pemenuhan keinginan atau kebutuhan daerah yang dilakukan oleh wakil-wakil pemerintah, khususnya
organisasi-organisasi yang bertanggung jawab terhadap administrasi daerah. Kualitas dan jumlah layanan
akan lebih baik, sehingga ketika menawarkan jenis bantuan publik, layanan tersebut harus: 1) Mudah
diawasi bagi individu yang terlibat erat, 2) Mendapatkan bantuan yang masuk akal, 3) Mendapatkan
bantuan serupa tanpa preferensi, dan 4) Carilah pengobatan yang sah dan langsung.

Sehubungan dengan kualitas Pelayanan Masyarakat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sumbawa Barat merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdiri dari:

1. Bidang Penempatan Tenaga Kerja;

2. Bidang Hubungan Industrial;

3. Bidang Transmigrasi;

4. Unit Pelaksanaana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja.

Dengan menyelenggarakan Administrasi Masyarakat yang memanfaatkan inovasi data dan
komunikasi, khususnya untuk memperluas kerjasama dan kolaborasi masyarakat antara organisasi
pemerintah dan masyarakat dalam bidang regulasi dan lain-lain. Dinas Ketenagakerjaan dan Agribisnis
Kabupaten Sumbawa Barat khususnya menangani individu yang akan memasuki dunia kerja (pra kerja),
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sasarannya adalah angkatan kerja, pencari kerja, pengangguran dan setengah pengangguran (di bawah
pengangguran) dalam lingkup Kabupaten Sumbawa Barat.

Penelitian ini dilakukan karena kualitas administrasi terhadap pemenuhan bantuan di Rezim
Sumbawa Barat Administrasi Ketenagakerjaan dan Imigrasi akan dibedah mengingat faktor-faktor
Pelaksanaanaan administrasi terhadap kualitas bantuan. Faktor-faktor Pelaksanaanaan akan dijabarkan
melalui petunjuk-petunjuk yaitu: Mutu, Kuantitas, Idealitas, Kelayakan dan Kewajiban Kerja hingga
faktor-faktor mutu bantuan masyarakat, yaitu: Ketergantungan, Daya Tanggap, Konfirmasi, Kasih Sayang
dan Substansi. Mengingat akibat dari persepsi awal, kajian ini mengamati bahwa dampak derajat
kapasitas administrasi terhadap kualitas bantuan masih belum optimal, dampak dari kerja representatif
dalam menyelesaikan tanggung jawabnya karena tidak adanya kapasitas representatif dalam
melaksanakan tugas. sasaran kerja yang telah ditetapkan dan menghambat pekerjaan yang tujuannya
harus diselesaikan.

Dalam menilai kualitas administrasi, yang dimaksud adalah sejauh mana bantuan dapat dipenuhi,
bukan penolakan dari daerah itu sendiri, karena dalam kualitas bantuan harus sesuai dengan asumsi yang
diinginkan oleh setiap klien. Administrasi Ketenagakerjaan adalah organisasi bantuan publik yang harus
terus memperbaiki sifat administrasinya dari waktu ke waktu agar tetap dipercaya dan selalu menjadi
pilihan terbaik untuk wilayah setempat. Dapat disimpulkan bahwa selama ini dampak Pelaksanaanaan
administrasi pada Rezim Sumbawa Barat Administrasi Ketenagakerjaan dan Imigrasi masih belum
optimal dalam memberikan kualitas dukungan kepada daerah mengingat permasalahan yang ditemukan
oleh para ilmuwan pada tahap persepsi. , Jadi. Penting untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan top
to bottom untuk mengungkap permasalahan yang terjadi. Jadi poin utama dari penelitian ini adalah untuk
“Menyelidiki Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Sifat Administrasi Publik di Pemerintahan
Sumbawa Barat Penyediaan Tenaga Kerja dan Administrasi Imigrasi”.

2. METODOLOGI

Metode penelitian adalah suatu strategi atau metode yang disusun secara konsisten yang digunakan
oleh seorang ilmuwan untuk mengumpulkan informasi/data dalam mengarahkan eksplorasi yang
disesuaikan dengan subjek/objek yang sedang direnungkan. Untuk memudahkan para ahli dan pembaca
dalam menentukan langkah kerja mulai dari pengumpulan informasi hingga pemeriksaan dan percakapan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dinas Administrasi Ketenagakerjaan dan Imigrasi adalah unit hierarki teritorial di Kabupaten Sumbawa
Barat yang terletak di dalam Pusat Kemutar Telu. Sesuai dengan Pedoman Resmi Kabupaten Sumbawa
Barat Nomor 23 Tahun 2008, tentang Kewajiban Pokok, Kesanggupan, Perangkat Harapan dan Sistem
Kerja, Badan Penyediaan Tenaga Kerja dan Keimigrasian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan daerah dengan memperhatikan standar independensi dan kewajiban bantuan dalam bidang
pemerintahan. bidang pekerjaan dan keimigrasian, yang kewajibannya mencakup keamanan. Kerja,
Pameran Jabatan, Kerja Bantuan Pemerintah, Hubungan Modern, Persiapan Kerja dan Imigrasi.
Menawarkan berbagai jenis bantuan yang berhubungan dengan bisnis dan imigrasi. Berikutnya adalah
jenis layanan yang tersedia di Administrasi Ketenagakerjaan dan Imigrasi Pemerintahan Sumbawa Barat.

Jenis Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat

Berikut ini penjabaran, jenis pelayanan yang sering dilakukan, antara lain:

1. Kartu Pencari Kerja dan Perluasan (AK.1) merupakan tugas pencari kerja yang membedakan kartu
tanda bukti yang diberikan oleh instansi pemerintah yang bertujuan untuk mendapatkan informasi
pencari kerja. Kartu AK1 dibuat di lokasi masing-masing pencari pekerjaan. Pencari kerja bisa
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membuat kartu kuning sesuai wilayahnya masing-masing, khusus yang tercatat di KTP.

Planned Indonesian Traveler Laborer Identification (CPMI) adalah permohonan visa biasa yang dapat
dilakukan pengajuan oleh penduduk Indonesia, yang di dalam maupun di luar wilayah Indonesia.
Identifikasi umum diberikan menggunakan Kerangka Data Dewan Migrasi. Permohonan surat jalan
adat untuk calon Tenaga Kerja Sementara Indonesia (TKI) yang berdomisili atau berada di wilayah
Indonesia diajukan pada kantor migrasi di wilayah yang sama dengan tempat tinggal/domisili
dimaksud.

Izin mendirikan kantor cabang untuk penempatan TKI rahasia, ditujukan kepada unsur sah kantor
yang telah mendapat persetujuan tertulis dari Badan Umum untuk memberikan tunjangan penempatan
TKI di luar negeri.

Penyelesaian Kasus Debat Buruh Pelancong Luar Negeri, DISNAKERTRANS Rezim Sumbawa
Barat, dapat memberikan layanan protes dengan asumsi bahwa masalah tersebut terjadi pada Dokter
Spesialis Transien Indonesia.

Pencatatan Pemahaman Kerja adalah kesepahaman kerja antara seorang ahli dengan seorang pelaku
usaha untuk menjalin hubungan kerja dalam jangka waktu tertentu atau untuk suatu pekerjaan tertentu.
Yayasan Persiapan Rahasia/lzin Fungsional adalah hibah untuk Pelaksanaanaan yang dilakukan oleh
LPK Rahasia, LPK Pemerintah, atau LPK Organisasi.

Penegasan Pedoman Organisasi dan Pengaturan Kerja Gabungan merupakan interaksi yang sangat
berbeda untuk menetapkan pedoman organisasi dan pengaturan kerja agregat. Dalam hal pedoman
organisasi hanya dibuat sendiri-sendiri oleh pelaku usaha, sedangkan pengaturan kerja gabungan
dibuat oleh pelaku usaha bersama-sama dengan organisasi pekerja, yang notabene ditujukan kepada
para ahli/pekerja dalam organisasi tersebut.

Pendaftaran organisasi pekerja/serikat buruh adalah usulan pendaftaran serikat pekerja/serikat buruh
yang diselenggarakan oleh organisasi yang telah selesai dan benar serta sesuai dengan peraturan yang
telah ditetapkan dan selanjutnya cenderung ditangani.

Kualitas Pelayanan (X1)

Variabel kualitas pelayanan pada kuesioner penelitian tersusun oleh empat indikator dan telah
diberikan nilai sesuai dengan skala likert pada tabel 3.3. Hasil perhitungan berdasarkan jawaban
keseluruhan responden ditampilkan pada tabel 4.2.

Tabel 4.2. Deskripsi Variabel Kualitas Pelayanan (X1)

Variabel Pertanyaan Ke | STS TS CS S

Kualitas X1.1 1.7% 0% 3.3% 7.5%
Pelayanan X1.2 0.8% 0.8% 0.8% 10.8%
(X1) X1.3 0.8% 0% 5% 16.7%

X14 0% 0% 5% 20.8%
X1.5 0% 2.5% 6.7% 26.7%
X1.6 1.7% 4.2% 9.2% 25%

X1.7 4.2% 5% 6.7% 26.7%
X138 0.8% 7.5% 10% 14.2%
X1.9 3.3% 4.2% 5.8% 21.7%
X1.10 2.5% 3.3% 4.2% 11.7%

Sumber: Diolah dari hasil penelitian - 2023
Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui nilai indikator pertama yang menjawab setuju sebesar 7.5%,

indikator kedua yang menjawab setuju sebesar 10.8%, indikator ketiga yang menjawab setuju sebesar
16.7%, indikator keempat yang menjawab setuju sebesar 20.8%, indikator kelima menjawab setuju
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sebesar 26.7% hingga indikator ke sepuluh yang menjawab setuju sebesar 11.7%. untuk nilai item
tertinggi sebesar 26.7% dan nilai item terendah sebesar 7.5%.

2) Pelaksanaanaan Pelayanan
Variabel Pelaksanaanaan Pelayanan pada kuesioner penelitian tersusun oleh tiga indikator yang terdiri
dari dua belas pertanyaan kuesioner dan telah diberikan nilai sesuai dengan skala likert pada tabel 3.3.
Hasil perhitungan berdasarkan jawaban keseluruhan responden ditampilkan pada tabel 4.3.

Tabel 4.3. Deskripsi Variabel Pelaksanaanaan Pelayanan

Variabel i‘;”a”yaa” STS TS Cs S
X2.1 0.8% 0% 3.3% 19.2%
X2.2 0% 0.8% 1.7% 23.3%
X2.3 0.8% 0% 8.3% 20.8%
X2.4 0.8% 4.2% 3.3% 29.2%
X2.5 4.2% 1.7% 10% 24.4%

Pelaksanaanaan | X2.6 1.7% 7.5% 3.3% 20%

Pelayanan(X2) X2.7 1.7% 3.3% 8.3% 21.7%
X2.8 1.7% 4.2% 8.3% 32.5%
X2.9 4.2% 0.8% 6.7% 17.5%
X2.10 0.8% 3.3% 3.3% 22.5%
X2.11 0.8% 0% 10.8% 25%
X2.12 1.7% 1.7% 5.8% 20.8%

Sumber: Diolah dari hasil penelitian — 2023

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui nilai indikator pertama yang menjawab setuju sebesar 19.2%,
indikator kedua yang menjawab setuju sebesar 23.3%, indikator ketiga yang menjawab setuju sebesar
20.8%, indikator keempat yang menjawab setuju sebesar 29.8%, indikator kelima menjawab setuju
sebesar 24.4% hingga indikator ke dua belas yang menjawab setuju sebesar 20.8%. untuk nilai item
tertinggi sebesar 29.2% dan nilai item terendah sebesar 19.2%.

3) Kemampuann Pelayanan
Variabel Kemampuann Pelayanan pada kuesioner penelitian tersusun oleh dua indikator yang terdiri
dari delapan pertanyaan kuesioner dan telah diberikan nilai sesuai dengan skala likert pada tabel 3.2.
Hasil perhitungan berdasarkan jawaban keseluruhan responden ditampilkan pada tabel 4.3.

Tabel 4.4. Deskripsi Variabel Kemampuann Pelayanan

Variabel Pertanyaan Ke STS TS CS
X3.1 1.7% 0% 10%
X3.2 0% 2.5% 3.3%
X3.3 0% 0% 9.2%

Kemampuann Pelayanan | X3.4 0% 3.3% 5.8%

(X3) X3.5 3.3% 1.7% 7.5%
X3.6 2.5% 7.5% 6.7%
X3.7 3.3% 3.3% 5%
X3.8 0.8% 6.7% 5%

Sumber: Diolah dari hasil penelitian - 2023

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui nilai indikator pertama yang menjawab setuju sebesar 10.8%,
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indikator kedua yang menjawab setuju sebesar 16.7%, indikator ketiga yang menjawab setuju sebesar
20.%, indikator keempat yang menjawab setuju sebesar 30.8%, indikator kelima menjawab setuju
sebesar 24.2% hingga indikator ke delapan yang menjawab setuju sebesar 20%. untuk nilai item
tertinggi sebesar 30.8% dan nilai item terendah sebesar 16.7%.

4) Kepuasan Masyarakat (Y1)
Variabel Kepuasan Masyarakat pada kuesioner penelitian tersusun oleh tiga indikator dan telah
diberikan nilai sesuai dengan skala likert pada tabel 3.2. Hasil perhitungan berdasarkan jawaban
keseluruhan responden ditampilkan pada tabel 4.5.
Tabel 4.5. Deskripsi Variabel Kepuasan Masyarakat
Variabel Pertanyaan Ke | STS TS CS S SS
Kepuasan Y1 0% 0.8% 4.2% 14.2% 80.8%
Masyarakat | Y2 0% 0% 3.3% 19.2% 77.5%
) Y3 0.8% 1.7% 7.5% 19.2% 70.8%
Y4 1.7% 1.7% 7.5% 22.5% 66.7%
Y5 0% 4.2% 9.2% 25.8% 60.8%
Y6 3.3% 0.8% 9.2% 22.5% 64.2%
Y7 0.8% 5% 6.7% 28.3% 59.2%
Y8 16.7% 77.5% 4.2% 1.7% 0%
Sumber: Diolah dari hasil penelitian — 2023
Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui nilai indikator pertama yang menjawab setuju sebesar 14.2%,
indikator kedua yang menjawab setuju sebesar 19.2%, indikator ketiga yang menjawab setuju sebesar
19.2%, indikator keempat yang menjawab setuju sebesar 22.5%, indikator kelima menjawab setuju
sebesar 25.8% hingga indikator ke delapan yang menjawab setuju sebesar 1.7%. untuk nilai item
tertinggi sebesar 25.8% dan nilai item terendah sebesar 1.7%.
5) Koefisien Jalur
Model signifikansi dapat dilihat melalui nilai path coefficient dengan membandingkan niali alpha 0.05
dengan nilai P value. Jika nilai P value lebih kecil dari 0.05 berarti variabel yang diuji memililiki
hubungan yang signifikan. Dari semua joefisien jalur secara langsung maupun tidak langsung, analisis
jalur kebermanfaatan sistem berpengaruh signifikan terhadap penerimaan sistem dengan nilai P Values
0.0000 dan alpa 0.05. variabel konstruk kecukupan informasi berpengaruh signifikan terhadap
kebermanfaatan sistem dengan niali P Value 0.047 dan alapa 0.05. kemudahan sistem berpengaruh
signifikan terhadap kebermanfaatan sistem dengan nilai P Value 0.003. Sementara dalam model TAM
Integrasi sistem pada direktorat kemahasiswaan UTS terdapat dua jalur yang tidak signifikan yaitu
Kecukuoan Informasi terhadap penerimaan sistem dengan nilai P Value 0.226, dan kemudahan sistem
terhadap penerimaan sistem dengan nilai P Value 0.890.
Pembahasan
1. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Maysrakat

Pengaruh kualitas manfaat terhadap pemenuhan manfaat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sumbawa Barat yang dianalisis dengan menggunakan alat penjelas, khususnya (auxiliary
condition modelling) SEM dan dicari kejadiannya berdasarkan perincian masalah dan pengujian teori
dengan menggunakan alat tersebut. Nilai t, memperjelas bahwa kualitas manfaat meliputi dampak
positif dan pengaruh kritis terhadap pemenuhan manfaat pada Tunjangan Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Sumbawa Barat. Biasanya sesuai dengan hasil uji teori nilai t sebesar 2,58 yang kurang
dari kriteria untuk menoleransi spekulasi dengan nilai >1,96. Berdasarkan penjabaran di atas, dapat
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disimpulkan bahwa kondisi kualitas manfaat terhadap pemenuhan manfaat pada Tunjangan Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Aturan Sumbawa Barat masih memadai untuk administrasi yang dapat diakses
di dalam kantor sehingga akan berdampak pada peningkatan pendapatan. manfaat masyarakat di
Pemerintahan Sumbawa Barat Tunjangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Penggunaan administrasi
menuju Pemenuhan Masyarakat.

2. Pengaruh Pelaksanaanaan Pelayanan Terhadap Kepuasan Masysarakat
Dianalisis menggunakan instrumen penjelas yaitu (Auxiliary Condition Modeling) SEM dan diperoleh
hasil investigasi berdasarkan perincian masalah dan pengujian teori dengan menggunakan nilai t,
memperjelas bahwa pelaksanaan manfaat mencakup dampak positif yang signifikan terhadap
pemenuhan masyarakat. Biasanya dalam pemahaman dengan munculnya uji spekulasi nilai t sebesar
2,00 kurang dari dasar untuk menoleransi teori dengan nilai >1,96. Berdasarkan penjelasan di atas,
dapat disimpulkan bahwa penggunaan manfaat mempunyai dampak yang tidak signifikan terhadap
pemenuhan manfaat pada Tunjangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aturan Sumbawa Barat.

3. Pengaruh Kemampuann Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat
Pengaruh kemampuan manfaat terhadap pemenuhan manfaat yang pemanfaatannya dianalisis dengan
menggunakan alat pengujian yaitu (Auxiliary Condition Modeling) SEM dan penyelidikan tersebut
diperoleh berdasarkan rincian masalah dan pengujian spekulasi dengan menggunakan nilai t yang
menjelaskan bahwa kemampuan manfaat tersebut mempunyai dampak positif yang sangat besar
terhadap pemenuhan manfaat. Biasanya di pahami dengan munculnya uji teori nilai t sebesar 4,72
yang sudah melampaui kriteria toleransi terhadap spekulasi dengan nilai >1,96. Berdasarkan
penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan manfaat mempunyai pengaruh yang besar
terhadap pemenuhan manfaat

4. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, adapaun hal-hal yang

dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut :

a) Berdasarkan hasil penyelidikan seperti yang ditampilkan pada Gambar 4.6, dapat disimpulkan bahwa
petunjuk yang membentuk masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah: Variabel penelitian
kualitas manfaat (X1) terdiri dari dua petunjuk, yaitu kualitas tetap dan daya tanggap. Variabel
penelitian eksogen Manfaat penggunaan (X2) terdiri dari dua petunjuk yaitu penanda partisipasi
dengan rekan kerja dan inspirasi, variabel pertanyaan Kapasitas (X3) terdiri dari dua petunjuk yaitu
mematuhi aturan perilaku di tempat kerja dan mematuhi kontrol organisasi lainnya, variabel
pemenuhan masyarakat (Y) disusun berdasarkan dua petunjuk, yaitu kebutuhan manfaat dan kecepatan
manfaat.

b) Berdasarkan nilai t-nilai antara faktor eksogen X1 dan sementara, nilai t-nilai variabel eksogen tidak
aktif X2 terhadap variabel endogen Y lebih kecil dari kriteria pengujian teori (stacking hitung < 1,69).
Jadi dapat dikatakan bahwa variabel pelaksanaan manfaat mempunyai dampak yang positif dan tidak
signifikan terhadap variabel pemenuhan masyarakat. Seperti yang ditampilkan pada gambar 4.6.

¢) Inovasi-inovasi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pemenuhan masyarakat pada Tunjangan
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aturan Sumbawa Barat adalah: Memperluas kerjasama dengan
pekerja lain, meningkatkan semangat kerja, mengoptimalkan waktu kerja dengan baik, menerapkan
kerangka seragam Kerja yang telah ditetapkan, memanfaatkan inovasi data untuk memajukan kualitas
manfaat
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